BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERGESERAN/PENYESUAIAN ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH MENDAHULUI
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, khususnya
hal-hal yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih bagi pemerintah daerah, dipandang perlu untuk
melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Buru
Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, hanya terbatas pada belanja untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi pada
pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku



10.

11.

12.

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4878);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.

2. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang
dipimpinnya.

5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang daerah.

Pasal 2

(1)Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang atau keperluan yang diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang tidak
diperlukan sebelumnya.

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
program/ kegiatan, nomor rekening belanja, serta pagu anggaran dijabarkan
lebih lanjut pada lampiran peraturan ini sebagai bagian tak terpisahkan.

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini dapat dijadikan dasar pelaksanaan realisasi anggaran
kegiatan lanjutan mendahului penetapan perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana terdapat pada lampiran peraturan ini
akan dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pagu Anggaran sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini
merupakan belanja setinggi-tingginya yang dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan dimaksud.



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru
Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI BURU SELATAN,

—dage/

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
Pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,

SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 23



